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ABSTRAK

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma- 
cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan 
penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara umum jika dilihat dari penerima 
hibah, maka semua orang baik telah dewasa maupun dibawah umur dapat menerima hibah. 
Pokok masalahnya bagaimana dasar pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut 
hukum perdata dan hukum Islam serta prosedur pemberian hibah kepada anak di bawah 
umur menurut hukum perdata dan hukum Islam. Pelaksanaan pemberian hibah kepada anak 
dibawah umur harus didampingi oleh orang tuanya ataupun walinya. Penelitian ini 
merupakan penelitian yuridis empiris, sifatnya preskriptif analisis, sehingga data yang 
terkumpul dianalisis secara induktif dan deduktif Hasil penelitian disimpulkan bahwa 
pemberian hibah kepada anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam 
pada prakteknya didasarkan atas rasa kasih sayang dari pemberi hibah kepada penerima 
hibah, kepentingan pendidikan bagi si anak di kemudian hari dan menghindari sengketa- 
sengketa yang mungkin terjadi dalam hukum waris serta memperkuat bukti kepemilikan hak 
atas benda yang dihibahkan kepada penerima hibah. Prosedur pemberian hibah kepada 
anak di bawah umur menurut hukum perdata pada prakteknya akta hibah dibuat dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan menyertakan surat perwalian yang dikuasakan 
oleh Pengadilan negeri setempat. Prosedur pemberian hibah kepada anak di bawah 
menurut hukum Islam bahwa prada prakteknya sama dengan yang dilakukan prada Notaris 
PPAT dan harus memenuhi syarat menurut hukum Islam.

umur

Kata Kunci: Hibah, Anak di bawah irniur.
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PENDAHULUAN

\ 7

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang 

berlandaskan atas konstitusi mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal

ini tentunya sesuai dengan prinsip bernegara hukum yang salah satu prisipnya adanya 

perlindungan terhadap hak asasi manusia (the protection of fundamental rights). 

Salah satu hak asasi yang perlu dijaminkan oleh negara adalah hak asasi pribadi atas 

hak milik.1 Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik 

tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Mengenai 

setiap orang berhak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2)

,

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(LN No. 104 Tahun 1960) bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki

maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak 

atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganya.

Jhon Locke dalam teori kontrak sosialnya pada istansi Pactum Subjectionis ia melihat bahwa 
dasarnya setiap persetujuan antar individu terbentuk atas dasar suara mayoritas dan karena setiap 
individu selalu memiliki hak-hak yang tertanggalkan yakni life (hak hidup), liberty (kebebasan) estate 
(hak milik). Lihat Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia 
(Jakarta:CV. Sinar Bakti, 1998), hlm.309.

1



Hak milik pribadi merupakan kekayaan seseorang guna kelangsungan hidup 

dan kekayaan seseorang dapat diperoleh sebagaimana tercantum dalam Pasal 584 

Buku Ke Dua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Hak milik atas 

kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena 

perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang 

maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas 

suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang 

berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”2 Dalam levering atau penyerahan, 

dapat terjadi perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, perjajian perburuhan, 

pemberian (schenking), dan sebagainya.3 Hibah (schenking) dalam sistem BW adalah 

bersifat obligatoir dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini 

baru berpindah dengan dilakukanya levering atau penyerahan.4

Menurut tuntunan Islam, hibah merupakan perbuatan yang baik, oleh sebab 

itu pelaksanaan hibah seyogianya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan yang baik 

dan benar.5 Di samping itu menurut pandangan hukum Islam, hibah berfungsi sebagai 

penolong, sebagai pemupuk rasa kecintaan dan berfungsi sebagai penghargaan bagi 

anak kandung. Sementara fungsi hibah dalam pandangan hukum perdata antara lain 

sebagai penghalang teijadinya perpecahan antara anak, berfungsi sebagai

sesuatu

2 R. Subckti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:PT. PradnyaParamita, 2008), hlm.

3 R- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta.PT. Intermasa, 2003), hlm. 127.
5 R- Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.95.

Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hlm 103

174.

2



J

pertolongan, sebagai pembayaran upah, dan berfungsi sebagai koreksi terhadap 

berbagai kekurangan yang terjadi di dalam masyarakat6

Subjek yang melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata adalah orang, 

dimana untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut harus memenuhi syarat 

umum yaitu harus sudah dewasa, sehat pikiran dan tidak boleh oleh peraturan hukum 

dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti 

misalnya peraturan pailit, dan sebagainya.7 Pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dijelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat 

perikatan-perikatan, jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap, 

selanjutnya pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang 

yang belum dewasa/anak dibawah umur, mereka yang ditaaih dibawah pengampuan, 

dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan 

pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat 

perjanjian-perjanjian tertentu.

Hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang boleh dilakukan oleh orang- 

orang yang harus memenuhi syarat kecakapan yang ditentukan oleh Undang-Undang 

dan apabila orang yang menerima hak dalam hibah itu tidak cakap sebagaimana

WlrJ°™ Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan 
(Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 20. J Tertentu,
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ditegaskan dalam Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hibah 

kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orangtua 

harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua, sedangkan 

kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah perwalian atau kepada 

g-orang yang terampu, harus diterima oleh si wali atau si pengampu, yang harus 

dikuasakan oleh Pengadilan Negeri.

Fungsi dari perwalian adalah menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan 

terhadap pribadi si anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya serta 

mewakili dalam segala tindak perdata atau sesuai dengan perundang-undangan yang

hibah

oran

berlaku.

! Dalam praktik, hibah mungkin dilakukan kepada orang yang tidak cakap,

yaitu anak di bawah umur dapat saja terjadi. Kasus seperti ini sering terjadi di Kantor

Notaris/PPAT, penghibahan benda tidak bergerak dilakukan oleh orang tua kepada

anak di bawah umur, dan pengurusan hak atas tanah diwakili oleh ibu kandungnya 

sebagai wali untuk mengurus kekayaan yang berada dibawah pengawasannya.9

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di muka, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan Judul : “PROSEDUR 

PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM 

PERDATA DAN HUKUM ISLAM.”

Suheri, “Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Anak Di bawah Umur” 
http://epiints.undip.ac.id/23915/1/S_U__H_EJR._I.pdf, di akses tanggal 30 Desember 2011 

Sumber: Notaris & PPAT Rizwansyah, S. H.
4
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapatlah dirumuskan dua

permasalahan skripsi ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut 

hukum perdata dan hukum Islam?

2. Bagaimanakah prosedur pemberian hibah kepada anak dibawah umur menurut

hukum perdata dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan dasar pemberian hibah kepada anak dibawah

umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.

2. Menganalisis dan menjelaskan prosedur pemberian hibah kepada anak dibawah

umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan bagi kalangan teoritisi di bidang hukum perdata khususnya di 

bidang hukum hibah.

2. Secara Praktis

5



Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan bagi praktisi di bidang hukum perdata khususnya di bidang

hukum hibah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian dibatasi pada ruang lingkup dasar 

pemberian hibah dan prosedur pemberian hibah kepada anak dibawah umur

menurut hukum perdata dan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam 

penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dalam arti penelitian terhadap 

data sekunder dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di 

lapangan.10

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah stcitute approach atau 

pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.
6



dengan isu hukum yang sedang ditangani.11 Di samping itu penelitian ini 

menggunakan pendekatan perbandingan atau compcirative Approach dalam 

arti kegiatan membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain.— 

Dalam penelitian ini ialah membandingkan hukum perdata dan hukum Islam 

dalam kaitannya dengan pemberian hibah kepada anak di bawah umur.

3. Data dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder 

berupa:

A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan berupa peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersumber dari kepustakaan dan 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya 

ilmiah, hasil penelitian, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

diteliti.

C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus 

hukum, jurnal, media massa dan internet.13

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005), 
12 Ibidy hlm. 133.

hlm. 95.
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Data dalam penelitian diperoleh dari penelitian perpustakaan dan di samping 

itu juga data primer berupa informasi yang bersumber dari lapangan sebagai 

sampel.

4. Teknik Sampling

Penentuan informan sebagai sampel dalam penelitian ini digunakan teknik 

Purposive Sampling yakni tata cara penarikan sampel dengan menetapkan 

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi di dalam memilih unsur-unsur dari 

sampel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti14 dan informan 

sebagai sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Notaris PPAT 

Kota Prabumulih, 1 (satu) orang Notaris Kota Palembang, 1 (satu) Hakim 

Pengadilan Agama Kota Palembang, 1 (satu) Plakim Pengadilan Agama Kota 

Baturaja dan 1 (satu) Staff Kementerian Agama Kota Palembang.

5« Teknik Pengumpulan Bata Penelitian

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi

dokumen dan data primer sebagai sampel diperoleh melalui wawancara

kepada Bapak Rizwansyah, S.H. Notaris PPAT Kota Prabumulih, Ibu Halida 

Shary, S.H. Notaris PPAT Kota Palembang, Bapak M.Syukri, S.Ag.,M.H. 

Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang, Ibu Umi Uzmah, S.Ag.,M.H. 

Hakim Pengadilan Agama Kota Baturaja dan Bapak Hendra Wijaya,

14 Ibid, hlm. 196
8



S.Ag.,M.Pd.I Ketua Peny. Bimbingan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama

Kota Palembang.

6. Teknik Pengolahan Bata Penelitian

1- Editing

Mengoreksi data penelitian yang telah terkumpul sudah cukup lengkap, 

sudah benar dan sudah relevan dengan masalah.

2.Coding

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data penelitian.

4. T?Dnnncfrn ofinn
• X%Wt/Llv7%A UVlll/U

Menyusun ulang data penelitian secara teratur, logis sehingga mudah

dipahami dan diinterpretasikan.

4. Systematizing

Menempatkan data penelitian berurutan dalam kerangka sistematika

bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data Penelitian

Data sekunder dan data primer dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode presktiptif analisis yaitu metode penelitian 

ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan

yang

9



untuk mengatasi masalah-masalah tertentu15 dalam penelitian ini, data 

sekunder dan data primer dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 

metode preskriptif analisis dalam arti menguraikan pokok persoalan atas 

bagian-bagian dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang 

tepat dengan pemahaman secara keseluruhan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan dengan mengatasi permasalahan sehingga 

memperoleh hasil analisis yang kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata 

untuk menarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan yang 

bertolak dari proposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir 

pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih umum16 dan penelitian ini juga 

menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak 

dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada 

suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.17 Hasil analisis dalam penelitian 

ini merupakan proposisi umum dan khusus yang kemudian dihubungkan 

dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab 

permasalahan.

16 Soeipno Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007) Mm 10
2007), hint 5" S8°n0’ Met°d0l0gi Pene,itian Huk"m’ PT RajaGrafindo Persada,

11 Ibid
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G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematik dari seluruh uraian dalam 

penelitian ini, penulis membagi pokok pembahasan menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang 

permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian.

BAB H TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi atas teori umum, tinjauan umum mengenai pengertiani

hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam, syarat-syarat pemberian hibah
I

menurut hukum perdata dan hukum Islam, subjek dalam hibah, objek hibah, hak

dan kewajiban dalam hibah dan pengertian anak serta hak-hak anak.

BAB m PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian hibah 

kepada anak di bawah umur menurut hukum perdata dan hukum Islam serta 

faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pemberian hibah kepada anak di bawah 

umur menurut hukum perdata dan hukum Islam.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran.
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